
BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 0.5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait sistem kerja pada
instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, maka
Peraturan Bupati Barrr Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu diubah maka Peraturan
Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Pekerjaan
Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 15 Tahun
2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (t embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
18221;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarr$ahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Mengingat

Menimbang



Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 32/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1574); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1604); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 

Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 181); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), 



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Barru  Nomor 1 Tahun  2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 

7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru 

Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 15 TAHUN 2022 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN 

UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PEMUKIMAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Pekerjaan 

Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah 

Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 15), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas: 

a. Kepala Dinas; 

b. sekretariat: 

1. subbagian program; 

2. subbagian keuangan; dan 

3. subbagian umum dan sumber daya manusia 

c. bidang bina marga; 

d. bidang sumber daya air; 

e. bidang cipta karya, penataan ruang dan pertanahan; 

f. bidang bina jasa konstruksi; 

g. bidang perumahan dan kawasan permukiman;dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

2. BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 

 

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 



5

6

Pasal 14
Dinas dapat membentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana
sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 melaksarakan tugas sesuai dengan bidang jabatan
fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem
kerja.

Pasal 16 dihapus.

Pasal 17 dihapus.

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barrr
pada tanggal I Okbtr-.t 2024

ARRU,

E'TT

Diundangkan di Barru
T *b@( 2D24

ARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

IN

4
*

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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